
Mengingat 

WALIKOTA SEMARANG, 
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil 

yang profesional, bcrkualitas, dan bertanggung jawab, 
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten rnela l ui 
sistcm pcngadaan yang baik dun bebus duri korupsi, 
kolusi dan nepotisme: 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai 
Negeri 8ipil Daerah, perlu mengatur ten 1:-mg pel.unjuk 
Tekrris Pel:1ks;maan Pcngadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Daerah di lingkungan Pcmcrintah Kora Sernarang: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf · a, dan huruf b, perlu 
menetapkari Peraturan Walikota Semarang tentang 
Petunj uk Teknis Pelaksanaan Pcngadan Calon Pcgawai 
Negeri Sipil Dacrah di lingkungan Pernerintah Kota 
S~m.ArAng. 

1. Undang-Untlang Numor 16 Talrun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang 
Pernerintahan Dacrah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 1 2 Tnhun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

Menimbang 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
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3. Undang-Undong Nomor 5 Tahun 2014 tcntang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluusun Kutamadya Dacrah TingkHt TT Semarang 
(T .ernbnrn'n Negara Republik Indonesia 'I'ahun I ()7fi 
Nomor 25, Tambahan Lerrrba ra n Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pernberrtukan Kecamatan di wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilaca p, 
Wonogiri, .Iepara dari Kendal serta penataan 
Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pcgawai Ncgeri Sipil [Lembaran Negara 
Mepublik Indonesia Tahun 2000 Nornor 194, 
THm bahun Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015), sebagaimtmH telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 98 Tah un '.2000 ten tang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pcmcrint.ah Numur 11 Tahun 2002 teritang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indoneaia Tahtm 2002 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 

8. Peraruran Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 tcntang 
Wewenang Pengnngkutan, Pemindahan, dan 
Pembcrhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repuhlik Tndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Iernbaran Negum Republik Indonesia Nomor 4263) 
eebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, clan Pcmberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan AparRt.ur Negara 
dun Refonnasi Birokra.si Nomor 170 Tahun 2014 
tentang Formasi Aparatur Sipil Negara Secara Nasional 
Tahun Anggaran 2014; 

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 309 Tahun 2014 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kata Semarang 
Tahun Anggaran 2011; 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dal am Pera tu ran ini yang dimaksud dengan : 
I, Dacrah nnnlr.ih Kotn Sernurung: 
2. Pemerirrtah Daerah adalah Walikota dan Pcrangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Semarang; 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang mcmcnuhi syarat tcrtcntu, diangkat sebugai Pegawai Negeri 
Sipil secara tetap oleh. pejabat pernbina k~p~g~waian uuLuk rncnduduki 
jabatan pcrnerintahan; 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kata adalah pejabat yang berwenang 
mengangkat, memindahkan, clan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota; 
7. Forrnaai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dcngan formasi ad ala h 

j umlah dA n strau na n pa ngkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalarn 
suatu sat.uan organisasi ncgara untuk mampu mdaksanakan tugas pokok 
dalam jangka waktu tertentu; 

8. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang 
lowong; 

9. Sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah metode selcksi mcnggunakan 
software dcngan alat bantu kornputer yang digunakan untuk mendapatkan 
standar minimal kompetensi ctasar bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil. 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI 
SlPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
SEMARANG 

Menetapkan 

11. Peraturan Kepala Badan Kcpegawaian Negara Nornor 
9 Tahun 2012 tentang Pedoman Peluksanaan 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781); 

12. Keputusan Kepala Badan Kcpegawaian Negara Nomor 
l l Tahun 2002 tentang Kctcntuan Pclakaanuun 
Pernturon Pt~mcrir1L:ih Numur 98 Tal1.1-u1. 2000 tentung 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipi1 sebagaimaria Lelah 
diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 11 Tahun 
2002 tentang Pengadaan Pcgawai Negeri Sipil; 

l ~- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
26 Tahun 2004 tentang Ketenluan Pelaksanaan 
Peru Lurun Pemerintah Nomor 97 Tahun :),000 tent.ang 
Forrnasi Pcgawal Ncgeri Sipil sebagairnnnn 11.lah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Numor 54 Tahun 
2003; 

14. Pcraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas clan Fungsi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Semarang (Berita Dacrah 
Kotu Sernnrurrg Tahun 2008 Nomor 4 7). 



.J SEKRETART8 DAERAII KOTA 
SEMARANG 

s- ~ ADJ T~NTO 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAIIUN 2014 NOMOR 21 A 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal ).(Juli 2014 

~ .q HENDRAR PRIHADI 

Ditctapkan di : Semarang 
pada tanggal ; ~,lJuli 2014 

BAB II 
PETUNtJUK TEKNIS PET,AKRANAAN PENGADAAN 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DT LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

Pasal 2 
(l) Petunjuk Teknis Pclaksanaan Pengadaan Cafon Pegawai Sipil yang diatur 

dalam Pcraturan Walikota ini merupakan pcdoman bagi Pernerint ah Kota 
Sernarnng dn lam Pengadaan Calon Pegawai NegF-ri Sjpil Daerah formasi tahun 
2014 di lingkungan Pemerintah Kots-1 Serrra rarig; 

(2) Lampiran Keputusan Walikota s~rnnmng tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pcngadaan Calon Pegawai Sipil D;=.ierah di lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peruturan W alikota Semarang ini. 

Pasal 3 
Petunjuk Tcknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di 
ling:kungnon Pemcrintah Kota Semarang ini berpedoman pads Peraturan Kepala 
Badan Kcpcgawaian Negara Nomrn CJ Tahun 2012 ten tang Pcdoman Peluknunaan 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peratumn ini mulai berlaku pada tanggal diuridangknn. 
Agar sctiap orang mengeta+urinya, memerintahkan Pcngundungun Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam bcrita Daerah Kola Semarang. 



1. PENDAHULUAN 
A. Umum 

1. Sesuai dengan kcbijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dari pelamar umurn dilakukan berdasarkan kebutuhan 
organisasi untuk mcngisi formasi yun~ lowong. 

2. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah harus dilaksanakan secara 
obyektif dan transparan, bcrdasarkan syarat-syarat yang telah 
ditentukan, serta tidak mcmbedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, 
golongan, atau daerah. 

3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Daerah 
yang berkualitas di instansi pusat maupun daer'ah dilakukan Tes 
Kornpetensi Dasar (TKD) bagi ~ermrn pelarnar. 

4. Di samping Till scbagaimana dirnukuud dulum angka :), Pernerintah Kota 
Semarang dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKU) sesuai 
dengan kebutuhan. 

5. Pelaksanaan Pengadaan Calon Pcgawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar 
umum mulai dari pcrcricanaan, pengurnuman, pelarnararr, penyaringan, 
pcnetapan keluluuan, permintaan Nomor Identitas Pegawai NP.eP.ri Sipil, 
eampai denfton pengangkatau menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Daernh 
diatur olch Pcrnturun Kepulu Sadan Kepegawaian N<.:g1::in1. Nomor ~ tnh11n 
2012. 

B. Tujuan 
Ketentuan dalarn Peraluran Walikota Semarang ini digunakan sebagai 
Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Ncgeri Sipil Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari Pelamar Umum, untuk : 
1. M,:.rnpcu,lc:h Calon Pegawai Negeri Sipil Dscrah ynng profeeional, j"qj1.11·1 

bertunggung j\,1.w~-tb> m:1 ri:tl, dan memiliki kompctcnsi ~r:~uni denuan 
tugas /jabatan yang akan diduduki. 

2. Menjamin transparansi dan menccgah terjadinya korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). 

C. Ruang T.in1:,kl1p 

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegnwa; Negcri Sipil 
Daerah dari pelamar umum, rncliputi : 
1. Pengadaan Calon Pcgawai Negeri Sipil 
2. Tata cara pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
3. Pengawasan dan Pengendalian. 
4. Pcmbiayaan. 
5. Evaluasi, 

PETUNJUK TEKNIS Pli:LAKSANAAN 
PF:NGAOAAN CALON PEGAWAI NEGERl SIPIL DAERAH 01 LlNUKUNGAl'I PEMERINTAH 

KUTA St;MARANG DARI PELAMAR UMUM 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PENGADAAN CALON PEOAWJ\l NEGERI 8TPIL 
DAEHAH DI LINGKUNGAN P~M.1:!;1{1NTAH KOTA 
SEMARANG 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR: 



D. Prinsip Pcngadaan Calon Pegawai Ncgcri Sipil 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan berdasarkan prinsip 
sebagai berikut : 
1. Obyektif, dalam arti dalarn prof;~f; pendaftaran, seleksi dan penentusn 

kclulusan didasarkan pada pcrsyarutan clan hasil ujiarr/tes sesuai 
keadaan yang sesungguhnya. 

2. 1I'11::m$pa.ra11, dalam arti proses pclnrnurun, pendaftaran, pelaksariaan ujlan. 
pengolahan hasil ujian sert.a pcngumuman h..tKil kelu.luaau dllaksanakan 
secaru terbuka. 

3. Kompetitif, dalarn Hi'li Mnmn pelnrnar bcrsaing secara sehat dan 
pcnnntuan hasil se!ek$i didasarka« p1-".t<lA nitai ambang ln1.l~i-i tcrtentu 
(passing grn.rfo) dun atau nilai terbaik dari seluruh pcserta. 

4. Akunta bel, dalam arti seluruh proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daersh dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun 
masyarakat. 

5. Bcbas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses 
pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN. 

n. Tid .. ak diskriminatif, dalarn artl dalarn pmK~K pcugadaan tidak belch 
membedakan pelarnar bcrdasar suku, agama, n:1H, jenis kelamin, dan 
golongan. 

7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelam.ar tidak dibebankan biaya apapun 
dalam proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

8. Efektif, dalarn arti pengadaan Calon Pcgawai Negeri Sipil Daerah dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan organisaai. 

4. ~fi::,ien, dalam arti pcnyclcnggnrnnn pengadaan Caton Pegawai Nt:gi..:d Sipil 
Daerah dilakukan dengan biaya seminimal mungkin. 

II. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
A. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 

1. Umum 
Pengadaan Calon Pega.wai Negeri Sipil Dacrah pada prinsipnya berpedoman 
par1A kotentuun Peruturan Pemerintah Nomor 98 Tahu» ?.000 K~hagi:lilllatla 
rclah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun :WU:l, 
ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nornor 11 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012. 

2. Pembentukan TIM Pcrigadaan Colon Pegawai Negeri Sipil, 
a. Untuk mcmpcrlancar pelaksanaan pcngadaan Calon Pegaw~i Negeri 

Sipil Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat membentuk Tim 
Pengadaan Caton Pq~.r.iwu; Negeri Sipil Daerah dari Pclamar umum (1.-:nr,:m 
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terdiri atas : 
1) Penanggung .Jawab; 
2) Ketua; 
3) Wakil Ketua; 

4) Sekretruis; 
5) Anggota (rnerangkap Ketua Sub Tim Scluk.ai Administrtasi] 
6) Anggota (merangkap Ketua Sub Tim Pelaksanaan Ujian]; 
7) Anggota (merangkap Ketua Sub Tim Pemantau); 

b. Ketua Tim pengadaan Calon Pegawai Ncgeri Sipil Daerah dapat 
membcntuk Sub Tim pengadaan Calon Pegawai Negerl Sipfl Daerah 
untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengadaan Culon 
Pegawai Negeri Sipil Dacrah Pcmerintah Kata Semarang. 

c. Tugas dan ta.nggungjawab Ketua, Wakil Ketua, don Sekretaris Tim dan 
Ketua Sub Tim ditetapkan oleh PPK. 



d. Tim Pengadaan Calon Pegawai Negcri Sipil Daerah Kota Semarang 
menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Ncgeri 
Sipil Daerah dari pclarnnr umum kepada Menteri PAN dan RB dart 
Kepala Badan Kepegawaian Negara, paling lambat 30 [tiga puluh] hari 
kalender setelah pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 

e. Sub Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan 
koordinani dengan pihak-pihak lain yang mendukung kelancnran 
1:ielaltsanaan Pcngadaan Culon P~~aww Negeri Sipil I )~r:r~h. 

:1. Tug.as dan ta1lgg1.111g jawab Suh Tirn Rdck:-1i Administrusi Pelaksanaan UjiHn 
antara bur, : 
a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam 

pclaksanaan st'.lt'.ksi adrninistrasi pengadaan Calon Pcgawai Negeri Sipil 
Daerah dengan monguriakan sistem CAT dan berkoorclinasi dcngan 
instansi tcrkait berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan 

b. menyiapkan saran» den prasarana pelaksanaan ujian; 
c. merrerima, mcncliti dan verifikasi berkas adminisrrasi perdulturun Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum; 
d. memhuat agenda/rekap basil penerimaan berkas administrasi 

pcndaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum; 
e. menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian, yang dibuat 

menurut contuh sebagaimana tercantum dalam Anak Larrrpirrm TT-b 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012; 

f. menyiapkan daftar hadir p~sF.rtr1 ujian, yang dibuat mernrru t contoh 
sebagaimana tercanturn dalam Anak Lampiran 11-c Pcraturan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Numur 9 Tahun 2012; 

g. menyiapkan dan rnengirim surat panggilan kepada peserta yang 
dinyatakan lulus administrasi untuk mengikuti test sclcksi Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

h. mcnyiapkan dan mengurnumkann hasil kelulusan t.~sl. kompctcnsi dasar 
(TKO) _yAng ditetapkan oleh Mentcri Pcndayagunaen Apnratur Negara dan 
l~eformasi Birokrasi Republik Indonesia; 

i. rnenyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang 
dinyatakan lulua untuk melengkapi persyaratan administrasi. 

j. menyiapkan dan rnelapurkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi 
kepada Tim pcngadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

4. Tugns dart tanggung jawab Sub Tim Seleksi Pelaksanaan Ujian arrtar» luin : 
a. melakukan koodinas! d,·nga.tl ln:9tnn~; tt"':rlrnH (Kemcnturiau PAN dan RD, 

13adan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Jawa Tengah) tentang mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pernerintah Kota Semarang dcngan 
menggunakan sistem CAT. 

b. melakukan koordinasi dengan lembaga dan pihak lain tcrkait dengan 
infrastruktur yang dibrrruhknn untuk mcndukuna pelaksanaan t1eleksl 
pcngadaan Calon Pes:1w:1; Nr:r,r:r·i Hipil Daerah dengan menggunaksn 
sistem C.::AT. 

c. Mcmpersiapkan ATK dan lokasi pengumuman hasil TKD setiap hari. 
d. Menernpelkan hnsil nilai hasil TKO setiap hari. 
e. Petugas Pelaksanaan ujian bertugas : 

1) Mengumpulkan peserta ujian seeuai dengan jadwal pclaksanaan dan 
melaksanakan abscn si scrta memberikun pengarahan perihal tata 
tertib dan mekanisme pclaksanaan ujian 

2) Mengatur pcrpindahan peserta dari ruang pcngarahan menuju ruang 
ujian 

3) Memastikan sehrruh peserta mcmpcroleh perangkat komputer yang 
dapat bcrfungei eccara normal untuk pelakeanaan ujian, 



4) Melakukan pcngawasan kepada pcserta ujian pad:1 i:,,aat pelaksanaan 
ujian. 

5) Mclakukan pemer'ikaaan terhadap perangkat ujian dan kelas untuk 
dipakai ujian sesi selanjutnya. 

6) Membuat rckapitulasi kehadiran peserta ujian untuk setiap s~si 
ujian. 

5. Koordinator Pengawas adalah petugas yane dittrnjuk mengawasi di lokasi 
ujiHn dan mengkoordinir pP.tnen~ pcngawas pada 1 [xatu] Iokasi, 

6. Pe.1.lgo..w~~ uj;:m ,,u).HlHh PNS dan Pernerintah KuLM 8e1'llOJ.'CU.'lg, Provir,>:,.; • T1-1wu 
Tengah alau pcrugas lain yru,g mengawaai secara langsung peserta tcs. 

7. Petugas Pengamanan dari Pihak Provinsi Jawa Tengah. 
8. Sub Tim Pemantau rnengecek kesiapan lokasi dan ruang ujian pada 1 (satu) 

hari sebclurn Pclakaanaan ujian, yang meliputi jumlah kursi. jurnlah meja, 
jumlah komputer, label ruang, denah ruangan dan mcngawasi pelnlesnnnan 
ujia . .U1 hasil ujian seleksi, pcngumumnn sumpai dengan penetapan NIP. 

Y. Ketent uan Teknls Ujinn ; 
a) Lokaai dan Ruang ujian tercantum dalam Undangan u.ntuk mengikuti 

Ujian yang dikirimkan kepada peserta seleksi bersamaan dengan Kartu 
ujian. 

b) Ruangan ujian diatur model kelas dengan jumlah pcsertn mnksimal 
SO(lima puluh] orang untuk opumalisaai pengawasan dan ketertiban 
pelaksanaan ujian tcrtulls. 

c) Pescrta Ujian wujib mem bawa Asli Kartu ujlan dun Ash Kart.u 'I'anda 
Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk mcnghindari Perjokian. .Iikn 
tidak membawa KTP dan Kartu ujian, tidak dipcrkenankan mengikuti 
ujian. 

d] Pcscrta wajib menggcnakan pakaian yang sopan dan beraepatu serta 
dilarang mcrokok, menggunakan RIHt. bantu hitting dan mengaktifkan 
alat kornunikasi pndn waktu mengikuri ujian. 

e) Peserta hadir tepat waktu sesu.si urn..ll:l.ugw11 peserta yang hadir unl.uk 
mengikuti tcs tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan (undangan) 
dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan 
gugur. 

f) Tersed.ianya peta lokasi ruang ujian untuk membantu peserta mencari 
ternpat ujiau yang dimuat di pap;m pcngumuman dnn uridangan ujian 
tertulis serta di situs httJ;2/lcpns.ia.tenqprov.go.id 

g) Lokasi ruang ujian dipastikan kelnynknrmya dengan !:10 set kornputer 
dengan kursi dan meja. 

h) Peserta tidak dipcrkcnankan membawa barang apapun kcdalam ruang 
ujian kecuali kartu Ujian dan Kartu Identitas Pribadi 

i) Ujian dilaksanakan secara terjadwal dengan waktu pelaksanaan dan 
peserta tes yang telah ditentukan olch panitia selek.si. 

10. Tugas dan Tanggunn .Iawah Tim Panitia Pelaksane Ujian 
a) Pcralapan 
1) Panitia Pelaksana Ujian melaksanakan koordinasi dengan Panitia 

Pelaksana Ujiari Provinsi. 
2) Panitia Pelaksana Ujian melaporkan aelu ruh data basil seleksi 

adminiatraai kepada Panitia Pelaksana Ujian Provinai, 
3) Panitia Pelaks.ana Ujian menuguskun pP.t115~R pendarnping uilan untuk 

penugasan dengau .iumlah petugas discsus ika n dengan j umluh pcscrta 
sebagai: 
(a) p~tugas registrasi daftar hadir, 
(b) pctugas penyimpanan barang, 
(c) petugas pengRrah ujian, 



Mempersiapkan tanda bukti perrit.ipan dun pengambilan 
barang 
Mengurnumkan kepada peserta barang-barang yang 
tidak boleh dibawa masuk kc dalam nrnng ujian TKD 
Menerima dan menyimpan barang yang dititipkan 
Memberikan bukti penitipan barang untuk nantinya 
sebagai bukti pengambilan barang 

dan penyimpanan 

(d) ~~I ugus pt!ngt'.ct'.kan abaeriai, 
(e) petugas pendukung ujian, 
(f) petugas perekapan nilai dan penempelan hasil TKD. 

4) Panitia Pelaksana Ujian mempersiapkan peralatan prasarana 
pendukung bagi peserta dan panitia : 

(a) Pendukun~ bab'i Pc~crlH 
- Kertas untuk corat-coret tJagi pt;"~,:1·lM ~H-Hl 111e11~e,jHltH1, i-.;1ml 

- Pcnsil bagi setiap peserta saat rnengcrjakan $081. 

(b) Pcndukung Panitia 
- Kertas untuk mencetak pengumurnan hasil TKD per sesi 
· Laptop working 
- Ballpoint saat regi.strasi 

5) Panitia Pelaksana ujian mengecek lokusi chm rncrrcoba slmulasi 
pelaksaan ujian TKD sehari sebelum pelaksariaan. 

b) Pelak~:u:-maHn 

(1) Panitia Pelaksana Ujian mengecek kesiapan petugas dan sarana 
prasararia scbelurn rangkaian kegiatan ujian dimulai 

(2) Panitia Pclaksana Ujian menetapakan waktu dimulainya 
rangkninn ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

(3) Tugas dan Tanggung ,J1-1w1-1 P~lugm; 

(a) Petugas Registrasi daftar hadir, 
Mengumumkan kepada peserta bahwa registrasi telah 
dapat di mulai 
Menerima kedatangan peserta di area daftar ulaug yang 
telah disediakan. 

Mendaftar ulfmg peserta dengan rneminta haail Kartu 
Tanda Peserta darl masing-masing peserta. 
Memeriksa kesesuaian data (Nomor Peserta, Alamat 
email, Nomor Induk Kependudukan) antara hasil print 
out kartu Landa peserta dengan database. 
Mf':m;nta kepada pcscrta untuk mencndatcngcni daftar 
hadir, 
Peserta yang telah diverifikusi datanya dipcrsilankan 
masuk ke dalam Ruang tunggu dan diserahkan kepada 
petugas pendukung/ pengarah ujian. 
Membcrikan atcmpcl pada tungon pesertn eebagai bukti 
bahwa telah lolos registrasi dun ber'h ak mcmasuki ruang 
ujian 
Mengecek kernbali jurnlah µt:~ed1:1. clan drutnr hndir 
dengan cant rnernanggil nama peserta satu persatu. 

(b) PctugHs penyirnpanan barang, 
Mengecek kesiapan tern pat 
memastikan dalam knndiai arnan 



(e) Petugas perekapan nilai dan pcnernpelun hasil TKD. 
Mengarahkan peserta simulasi sclamn beradu di ruang 
kornpu ter. 
Mcngarahkun peserta untuk menempati tcmpat dudu I{ 
pelaksanaan CAT. 
Memberikan petunjuk kepada peserta mengenai tata cara 
pengguriaan aplikasi CAT. 
Mcmberikan bantuan kepada peserta terkait 
permnsnlnhan yang timbul dalnm pelaksanaan CAT. 
Mengaruhkan pcscrta unruk mcrnnggalkan Ru:mg 
Komputcr setelah selesai mclaksanakan CAT. 

11. Jadwal pelaksanaan 
TKD dilaksanakan dcngan mengunakan sistem CAT yang pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi .Iawa Tengah 

12. Pengumuman Penerimaan 
a) Pengaduan Calon Pegawai Negcri Sipil Daeruh dilnksanakan aetelah 

rncndapal penetapan formasi dari pejabat yang berwenang. 
b) Pengurnuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah paling 

kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, 
kualifikasi pendidika.n, waktu, alamat lamaran ditujukan kcpada PPK 
instansi yang bersangkutan. 

selesai 
Jokasi 

Mengarahkan para pt':~r.rta yang tclah 
melakaanakan simulasi untuk rneninggalkan 
sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. 

(d) Petugas pendukung ujian, 
Mernbantu komunikasi dan pelaksanaan antar bagian 
agar ulur peprpindahan peserta dari setiap bagian daput 
berjalan dengan lancar, 
Membantu merigarahkan pcserta baik pescrta yang buru 
datang maupun yang telah selesai melaksanakan agar 
menempatkan diri sesuai dengan alur yang telah 
ditentukan, 

Memberikan hu kti pengambilan pada barang yang 
dititipkan 

Meminta buktl penitipan pada saat peserta akan 
mengambil barang-barang yang dititipkan 
Mencocokun bukti penitipan dengan bukti pcngambilnn 
MPny~rnhk:m harang-barang sesuai tands hukti 
penitipon 
Mengecck kernbali ternpat penyimpanan apakah ada 
barang yang tertlnggal 

(c) Pctugas pengarah ujian , 

Mengarahkan pcscrta yang telah selcsai meleksanakan 
daftar ulang memasuki Ruanu Tunaau. 
Meng.a.rah kan para peserta sinrn lA:.r.11 unruk mcncmpati 
rernpat duduk sesuai dengan urutan yang telah 
ditentukan. 
Mengarahkan peserta yang telah selesai mengikuti 
pengarahan menuju ke Ruang Komputer dengan tertib 
dan teratur sesuai dengan jadwal/urutan yang telah 
ditentukan. 



c) Dalam pengumuman harus mernuat syarat: 
1) syarat usia paling rendah 18 (delapan belas] tahun per 1 Januari 

2015 
2) usia pelamar ditcnru kan berdasarkan tanggal kelahiran vang 

tercantum pada Surat Tandn Tarnat Bclajar /Tja:::rnh yang 
digunakan sebagai dasar untuk pelnrnnrun. 

d] Pougumuman dilakukan kurun wulctu 1'1 [lima belas] hari kalcndcr. 
e] Penerimaan surat lamnrnn dapat dirnulai pada hari ke 5 [lima] 

setelah pengumuman dan berakhir 5 (lima) hari setelah selesai 
pengumuman. 

f) Pengumurnan harus mcnggunnkun media yang mudah dlkctahu! 
ruasyarakat luas, antara Iain mclalm media elcktronik (televisi, radio, 
internet), media cetak, papen pengumuman da.n/ atau bentuk Iain y;.tng 
mcrn ungkinkan, 

g) Merniliki ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajur yang dipersyaratkan 
sesuai yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi/ sekolah yang telah 
mendapatkan Izin Penyelenggaraan dari Pejabat yang berwenang. 

13. Sarana dHI1 Prasarana 
H. Sarana dan prasarana yang dipcrlukan untuk pelaksanaan pengadaan 

Culun Pegawai Negeri Sipil Dacrah dA1; Pelarnar Umum dengan 
menggunakan CAT: 

1) Ruang ujian. 
2) Ruang transit pescrta. 
3) Ruang server. 
4) Ru a ng secretariat. 
!3) Denah lokasi dan pctunjuk nrnh , 
6) Spesifikasi minimal Infrastrukrur penggunaan Computer Assisted 

Test: 
(a) Processor intel Core 2 Duo 
(b) Memory 2 GB 
(c) HD 250 GR 
{d) DVD RW 
(e) Keyboard + Mouse Optic PS 2 
(f) Display minimum 1024 x 768 pixel 
(g) Network Ca.rd 100 rnbps dan wifi 
(h) Browser Google chrome 
(I) Antivirus update 
(j) -Jaringan local (local Networking) uienggunakan hub/switch 

dan router serta wifi sesuai standar pabrikan industry yang 
disesuaikan denganjumlah client (min 1/ 100). 

(k) Genset/UPS untuk mengantisipasi PT. PLN apabila ada 
pemudaman listrik. 

(I) LCD TV untung monitoring hasil tes berikut kabel data untuk 
menghubungkan ke komputer. 

(rn) Infocus Projector untuk pemaparan dan pcnguruhun tes 
dengan CAT System. 

b. Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, pctunjuk teknis 
pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah agar tersedia 
dengan lengkap. 



B. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
1 . Pcngajuan Lamaran 

a. Setiap lamaran harus ditulis tangan dcngan tinta hitam dan 
ditandatangani sendiri oleh pelamar, ditujukan kepada PPK. disertai 
dengan : 

1) Fotokopi sah ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pcnclidikan 
yang dibutuhkan dnn transkip nilai dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang: 

2) Khuaus bagi pelamar tenaga kesehatan Dokter mclampirkan Surat 
Tanda Rcgistrasi (STR) , Perawat melampirkan Surat Tjin Perawat 
(SIP), Bidan rnd,,m, pi rka n Su rat Tjin Didun (SlB) 

3) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 [dua] lcmbar; 
4) Pelamar rnakairual dapat memilih/melamar 3 (tiga) jabatan dengun 

jenjang dan kualifikasi pendidikan yang sama, 
5) Rnnulirµmaftaran mmienmluisiJ.ls htp;/ll:klgrnqtqng'/q:Ja,Q'.lii 

h. Dalarn larnaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilarnar; 
c. Pcncrimaan lamaran dilnkennukun scsuai jadwal yang ditentukan 

dalam pcngumumnn: 
d. Untuk memudahkan pelayanan dan menghindari interaksi Iangsung 

antara pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tim seleksi, 
maka lamaran clisampaikan melaluijasa pos; 

e. Untuk mcmudahkan penerimaan Iarnarurr, tempat penerirnaan 
lamaran diatur sesuai jenis tenaga dan jenjang pendidikan yang 
dilarnar. 

f. Mengakornodasi pclarnar pcnyandang cncnl t-i~Kw:1i dcngan ti11gkt1t d~ 
jenis kccacatannya serta jabatan atau rugaa yang akan didudukinya. 

g. Pemeriksaan kclcngkapan berkas lamaran dila k u kan sesuai dengan 
syarat yang ditentukan. 

h. Pemilahan borkaa larnarun yang memenuhi syar'at clan yang tidak 
memenuhi svarat dibcri tanda / kodc ynng berbeda. 

i. Berkas lumurun y~-u1g ridak memenuhi svarat 1nc.njadi hale Tim 
Pengadaan Calon Pegawai Ncgcri Sipil Daeruh dan yang bersangkutan 
diberitahukan alasan Tidak Mernerruhi Syarat (TMS); 

j. Lamaran yang memenuhi syarat adrrrinistraai disusun dalam satu 
daftar nominatif sebagai hahan pengendalian adrniniatrasi dan 
pernberian tanda peserta ujian. 

2. Materi dan pelaksanaau ujian 
.A. Pcnyu snrnun rnuteri uji .. u1 

1) Materi Ujian mcrujuk Peraturan Kepo.ln nKN Nornor 9 Tahun 201'.J1 

dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). 
2) Sual Tes Kumpclcnsi Dasar dibuat berbagai varian guna mcnghindo.ri 

kerjasama antar peserta. 
3) Materi Ujian Tes Kompetensi Daaar (TKD) sejumlah 100 sonl dan 

dikerjakan dalam waktu 90 rncni t, h:r·diri : 
a.) Tes Wawasan Kebangsaan, mcliputi ~ 

( 1) Pancasila 
(2) Undang-undang Dasar 1945 
(3) Bhineka Tunggal Ika 
(4) Negara Kesatuan Republik Indonesia 



b. Pelaksanaan TKD 
1) Pelaksanaan TKD diselenggarakan oleh PPK, dikoordinasikan oleh 

Gubernur «elaku Wakil Pemerintah pusat dcngan menggunakan 
Mi stem. CJ\ T. 

2) TKD harus diikuti oleh seluruh pelarnar umum yun~ tutus seleksi 
administrasi. 

3) Pemerintah Kota Semarang berkcordinasi dengan Pemerintah provinsi 
Jawa Tcngah untuk menyediakan ternpat yang mernadai 
sehingga memudahkan peserta penyandang disabilitas (penyandang 
cacat] mcngikuti pelaksanaan TKD. 

4) Pengawas Ujian bnru s menjamin ketertiban dan kenmanan 
pelaksanaan TKD. 

5) Pengawaa Ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengan daftar 
hadir, identitas peserta, dan orang yang bersangkutan. Bagi peserta 
ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan tanda peserta ujian, tidak 
diperkenankan mengikuti TKD. 

6) Pengawas Ujian wajib rnernbacakan tata tertib pelaksanaan TKD 
kepada peserta. 

c. Pcngolahan Hasil TKD 
1) pengolahan TKD bagi pelamar yang memenuhi rrilai amba.ng batas 

kelulusan (passing grade) yang ditetapkan berdasarkan forrnasi, 
yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak 
Lampiran II-h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 
Tahun 2012; 

2) hasil pengolahan TKD seluruh pcscrta tes berdasarkan kualifikusi 
Iorruaai yang dibuat rncnurut contoh sebagaimana tcrcantum 
dalam Anak Lampiran II-i Pcraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 9 Tahun 2012. 

3) panitia Seleksi Cal.on Pegawai Negeri Sipil Nasional /Panselnas 
bertanggungjawab mengolah hasil ujian dan mencetak listing 
peringlmt rrilai berdasarkan formasi/kualifikaai pendidikanj'nilai 
mulai dari yang tertinggi sampai terendah, berupa : 
(a) l,1f~ting rarigking yaitu daftar peringkut nih=ii haail ujian pada 

setiap jenis formasi pada Provinsi. 
(b) Listing Keluluean yaitu daftar peringkat nilai akurnulasi 

tertinggi sesuai dengan jumlah alokasi masing-masing formasi. 

Kernampuan mcnggerukkan dan mengkoordinir orang ht;n 
Orientasi kcpada orang lain 

Kernampuan bekerja mandiri dan t.untas 
Kcmauan don kemampuan belajar berkelanjutan 

b) Tes Intelegensi Umum, untuk menilai : 
(1) Kemampuan verbal 
(2) Kemampuan numcrik 
(3) Kernarnpuan berpikir logis 
( 4) Kemampuan berpikir analitis 

c] Tes Karaktcristik Pribndi, unluk rnenilai ; 
(1) Integritas diri 
(2) Semangat berprestnsi 
(J) Oricnt.a:.i.i pHd.i pelavanan 
(4) Kernampuan beradaptasi 
(5) Kemampuan mengendalikan diri 
(6) 
(7) 
(8) Kemampuan bckcrjasama dn lam kelompok 
(9) 
(10) 
(11) Kreativitas dan inovasi 



4) Listing rangking memuat judul kepala dan rirician jenis formasi, 
kode formast, irtetnrusi clan label peringkat yang memuat nomor, 
nama, nomor pcserta/tes, tanggal Iahir dan nilai. 

5) Lhlling Keluluean Seleksi memuat juclul kcpalt1 dan rincion jenh-; 
formasi, kode formasi, m sl.arrsi dan tabel peringkat yang memuat 
nomor, nama, nomor peserta/tes dan tanggal lahir. 

d. Pcngumuman 
1) Pescrta yang di.nyatakan lulus Ujian ditcntukan berdasarkan daftar 

p,:rfogl<::it nilai akurnulasi tertinggi sesuai dengan jumlah alokaai 
masing-masing forrnaai. 

:2) Peserta y~r1~ rliriyHIHkun lulu s dan ditcrima bc1"hAk mcnzilcuti 
pemberkasan atau pengusulan NU' Calon Pegawai Nr.gr.ri · Sipil 
Daerah. 

3) Peserta yang dinyatakan lulus dan cliterima diumumkan melalui 
papan pengumuman, media internet, Media Cetak pada Koran lokal. 

111. 1fATA CARA PENUANCKA.TAN MANJADT PFXrAWAI NJ::CGERI SIPIL 
A. P~nmnl{gil~n 

1. Pemberitahuan pelamar umum yang dinyntakan luluK ujian dan 
diterim.a, disarnpaikan secara tertulis melalui surat tcrcatat paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pcmberitahunn 
tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi 
scbagai syarat pengangkatan Calon Pego.wai Negeri Sipil Daerah dan 
jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari.tanggal, waktu, dan tempat 
yang ditcntukan, 

'.l. Batas waktu unluk uiclcngkapi pereynratan bagi pelamar umum yang 
dinyatakan lulus clan diterima, paling lama. 12 [dua belas) hari kerja 
sejak tanggal pengiriman surat tercatat. 

3. Dalarn menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas Iamaran 
pengangkatan Calon Pegawai Ncgeri S1p1l Daerah, harus memperhirungkan 
letak gP.ogrnfis alarnat yang dituju dan ketersediaan waktu untuk paling 
lama 6 (enrun) hari kalender. 

4. Apabila sarnpai dcngan batas waktu yang ditcntukan pada ungku '..J dan 
angka 3 di at.as tidak dapat diperiuhi ~tau tldak dapat melengkapi 
berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak 
memenuhi syarat. 

B. Persyaratan Adminietrasi. 
Sctiap pelamar umum yang dinyatakan lulua dan diterirna u n l.u k 
diim~kr.11 rnenjadi Calon Pcgawai Negeri Sipil Daerah wajib rnengajukun lumaran 
vanu ditulis l~mJ,l,Jo.UI clan ditandatangani l'Sendiri dcrigan tlnta hftQln, dituiukan 
kepadu PPK diacrtai dengan : 
1. Fotokopi ijazah/STIB yang telah dilegalisir oleh pcjabat yang 

berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan clan tugas yang 
ditetapkan; 

2. Paafoto ukuran 3 x 4 cm aebanyak 5 [lima] Icmbar, dengan menuliskan 
nama clan tanggal lahir dibnlik p1m loto tersebut: 

3. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri mernakai huruf 
kapital/ balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukunm 3 x 4 
cm, sesuai dengan Anak Lampiran l-c Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yang fonnulir isiannya 
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab 
di bidang kepegawaian, Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi 
pengalarnan pekerjaan yang dimiliki; 

4. Surat Keterarigan Catatan Kepolisian yang dikcluarkan oleh pihak yang 
berwajib / rou«, 

5. Surat keterangan sehat jasmani clan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak 
berarti tidak aehat jasmani]; 



Surat keterangan/ pemyataan terse but rnenyatakan bahwa 
fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat lJin 

penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidrme pendidikan atau pejabat lain yang 
berdasarkan pcraturun perundang-undangan bi.·iwi.·1)i:"il"if: 

menyelenggarakan pendidikan, dengan rnenyebu tkan nomor dan 
tanggal Keputusannya, 

tinta hitam, 
oleh yang 

melakulcan 
keab5ahan 

2. Tim pengadaan c~lon Pegawai Nt"~t'.d Sipil y1me ditunjuk 
penelitian kelengkapan berkas pcrsyaramn adrniniatraai dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai: 
a) Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis dengan 

sesuai dcngan ketentuan dan telah ditandatangani 
bersangkutan; 

b) Kualifikaai pendidikanj'Burat Tarida Tarnat Bd~jru·/~jnzoh yang 
rllmiliki harus sesuai dcngan tugu;'j/pekerja...'Ul, dcttg,:m ketentuan: 
1) Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazo.h yang dipcrolch dari 

Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/ alau Ijazah yang 
diperolch dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah 
diakreditasi dan / atau telah mendapat iji.11 penyelenggaraan dari 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pendidikun atau pejabat lain y:mg 
berdasarkan peraturnn perundang-undnngan bcrwcnsng 
menyelenggarakan perididikan, 

2) Ijazah yang d.iperoleh dari pcrguruan tinggi. swasta setelah 
berlakunya Keputusan Menteri Peridiriilcan Nasional Nomor 184/ 
U/2001 tentang Pedoman Pcngawasan Pengendalian dan Pembinaan 
Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi, 
yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Menteri yang 
mcnyelenggarnkan urusan pmerintahan di bidang pendidikan 
atau pejabat 1~1 yA..11g berdnsarkan pcraturan perundang- 
rmdangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, hams 
mlarnpirkan surat keterangan/ pernyataan dari pimpinan perguruan 
tinggi. 

6. Surat keterangan tidak mengkonsumai/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayarran 
kesehatan pcmcrintah: 

7. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran id Keputu san Kcpala 
Badan Kepegawaian Negara Nornor 11 Tahun 2002 yang formulir 
isiannya disediakan oleh pejabar yang secara fungsional bertanggung 
jawab di bidang kepegawaian, berisi lentang'. 

fl) tidak pernah dihukum penjura atau kurungan berdasarkan 
pntusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan hukum yang tctap, 
karena melakukan suat.u tindak pidana krjHhflt.FJn; 

b) tidak pernah dibcrhcntlknn dengan horrnat Liuuk atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat scbagai Calon Pegawai 
Negeri / Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormal 
sebagai pegawai RUMN/BUMD dan pegawai swasta; 

c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 
d) bersedia ditempatkan di scluruh wilnynh Republik Indonesia atau 

negara lain yang ditcntukan oleh Pemerinrab: chm 
e) tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, 

C. Perneriksaan Kelengkapan 
Pemcriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang 
dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan: 
1. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesu ai jadwal 

yang ditentukan dalam pengumuman; 



3) Ijazah yang diperoleh dari sekolab / perguruan tinggi luar 
negeri harus mendapat pcnetapan penyetaraan dari Parritia 
Penilaian Ijazah T .u ar Negeri erncntcrian yang menyelenggarak.m 
ruaan pcmcrintahan di bidang pendidikan. 

4) Kebenaran nama dan tariggal lahir dibalik paefoto ym1g 
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dan tanggal lahir 
pad a berkas lainny a. 

c. Surut keterungan sehat jasmani dan rohani dari Dokter [cacal Iisik 
tidak berarti tidak sehat jasmanij: 

d. Kebenarun data dalam dafta> riwa.y2"tt hidup yang bcrsangkutun, .. tnt..1.r·:--1 
h-1111 u nt.uk mengetahur apakah telah {Ht ufo~ xcxuHi tkngw1 lla.za.h~ 
surat pernvaraan, bukti pengalaman kerja, dan sebagainya; 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan olch pjhak yang 
berwajib/POLRI;dan 

f. Surat keterungan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotik», 
psikotropika, prelcuruor dau zat adiktif Iainnva dari unit pclayanan 
kesehatan pernerirrtah. 

Apabila ~wHl.1 aatu syarat sebagaimana tcrscbut dalam huruf a sumpai 
dcngan huruf f tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan ticlak dapat 
diusulkan pcrmintaan NIP-nya. 

3. Pcmisahan bcrkas pe.rnyam.tan adminietraei yang memenuhi syarat dan 
yang tiduk memenuhi syarat serta berkas yang bclum lengkap diberi 
tanda/kode yang bcrbcda, dcngan ketentuun : 
a. Berkn~ larnaran yi':l11g rnemenuhi persyaratan administrasi 

disiapkan scoagai bahan penyampuiun usulan penetapan NTP. 

h. Berkas larnaran yang bahannya belum lcngkap dirnintnknn 
kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang 
bersangkutan dengan discrtai batas waktu ynng ditent.ukan. 

c. Berkas lamaran yang tidak mernerruhi persyaratan admirristrasi 
dikernbalikan kepada yanr. hersrmgku tan dan tidak dapat 
dlusulkan permintaun Nl.P-nya. 

4. Pelamar umum y:-mr, telah dirryatakau lulus dnn diterima kcmudian 
mengundurkan d.iri atau mr-ninggal dunia, PPK segera melaporkan kepada 
Kepala Badan Kepegawaian Negara clan Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara dcngan melampirkan surat pengunduran diri yang 
bersangkutan atau surat keterangan mcninggal durria dari Kepala 
KP.h1r:ih:m/Kt'.pHlH Desa setempat, 

5. Untuk menggantikan pelamar LLII1un1 .vang ,-.-.~1-.P,1mrim·kn1, diri alau 
rncninggal rlurria , PPK 111e11grunbil nama pclamHr umurn urutan 
sclanjutnya dnri peringkat tertinggi TKD se"3uai lowongan formasi jabatan 
dan ditetapkan dengan Keputusan PPK serta diumumkan kcpada 
masyarakat melalui website Pemerintah Kota Semarang 
[www.semarangkota.go.id], surat kHhHr lokal, dan papan pengumuman atau 
media lain y ang tcrscdia. 

6. Kcp'Llhl;,t\n PPK krluulup pengga.11tl pelamar umurn yang TTicng\.lfidl.11"lcru1 
diri atau meninggal durua disnmpniknn kepnda Panselnas, Kepaha 
Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara dan Gubernur Jawa Tengah. 

D. Penyampaian Usul Penetapan NIP 
1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas 

persyaratan administrasi pelarnar umum, menyampaikan usul 
pennintaan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah dengon surat 
pengantar beserta daftar nominat.ifnya secara kolektif rnngkap S (lima) 
kepada Kcpala Badan Kepegawairu:i. Negu.ra atau Kepala Kanlur 
Regional Badan Kepegawaian Negara dibuat mcnmut contoh sebagaimana 
tercantum dalam Anak L"unpiran 11-j dan Anak Lampiran 11-k Peratiuru1 
Kepala Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012. 



'.2. Uaul permintaan NIP Calon Pcgawai Nq~cri Ripil Dueruh ti~l.Ji:t.gi.\imana 
dimaksud angka 1 dengan melampirkan: 
a. 4 [empat] rangkap usul pcnctapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil yang 

dibuat menurut coritoh sebagaimana tercantum dalam dcngan Anak 
Lampiran I-I Perarnran Kepala Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 9 
Tahun 2012, dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang 
~l,..u pt:jHu&1L lain ya.11g dirunjnk riRn rl; bu bu hi atempelj' ca.p dinas. 
~crtH ::-1t;liuµ lcmber ueul pi!in111t:-1p:m NTT"' Cslon Pe)i(awa.i Negeri Sipil 
Daerah ditempelkan paMfot o :~ x 4 cm; 

b. 1 [satu] lernbar fotokopi sah keputu san PPK tentang Penetapan 
Forrnnei Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkulan; 

c. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/ STfR m~mrni dengan kualifikasi 
pendidikan dan tugas yang ditctapkan; 

d. 1 (satu) set daltar riwavar hidup ynng ditulis dengan tangan sendiri 
111e111akai huruf kapiL...u/ua:tluk dan unto li1tnm. fl:~rt:i tolah ditcmpel 
pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Larnpiran I-c Keputusan 
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; 

e. 1 (satu) lembar surat pemyataan sesuai dengan Anak Lampiran 1-d 
Kcputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang : 
1) tidak pernah dinukum penjara arau kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mernpunyai ke ku atan hukum yung 
tetap, kareria rnelakukan auatu tindak pidana kcjahatan; 

2) tidak pernah diberhentikan dcngan hurmat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Caton 
Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak 
dengan hormat scbagai Pegr1wni BUMN /BUMD atau Pegawai 
swasta; 

3) tidak berkeduduknn sebagai Calen Pegawni Negeri/ l 1egawai 
Ncgcri: 

4) bersedia clitcmpatkan di seluruh wilayah Rcpublik Indonesia atau 
negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 

5) tidak menjadi anggotH dan atau pengurus partai politik. 
f. Fotokopi bukti pengalaman kcrja yang autentik dan dilegHhRir bagi 

yang memiliki pengalaman kerja. 
g. Surat Kctcrangan Catntan Kepolieian yang dikelunrkan oleh pihak 

_y:mg berwajib /POLRI; 
h. Surat ketcrangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter; dan 
1. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit 
pelayanan kesehatan pemerintah. 

j. Surat pernyntnnn duri pejabat struktural eselon 11 yang RkRn 
menerima pen,;mp.Hbm C,::.Jr,n Pr:gnwni Negeri Sipil Dat11...0J pada unit 
kerja di lingkungannya scauai dengan formasi y:"tnr. ditctapkan 
untuk yang bersangkutan, d.ibuat menurut contoh scbagairnann 
tersebut dalam Anak Lampiran 11-m Peraturan Kcpala Badan 
Kcpcgawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012. 

E. Penetapan NIP 
Penatapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipi1 Daerah dari pelamar urnum 
dilaksunukun oleh Badan Kepcgawaian Negara sesuai dengan Pcraturan Kr:pnlrl 
Badan Kepegawuian Neg:-H'~ Nuruui 9 Tahun 2012; 

F. Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 
1. Pelamar umum yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP 

oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
2. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP~ paling 

lambat 25 (dua puluh limn) hari kerja sctela.h diterimanya NTP, m~nel.~pki:Ul 
keputusan pengangkata.n. Calon Pegawai Negeri Sipil Oacra.h. 



2. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, gajinya dibayarkan pada bulan 
yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal l bertepatan 
dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada 
t:mgga1 berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. 

3. Pelakaarraan rugas yang dirnulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 
bukau hari libur) chm ~~t~msnya~ maka gajinya dibayarkan mulai bulan 
herikutnyn ~P.tP.lAh mP.b:iksanakan tugas. 

3. Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, 
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerjanya, dan 
pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 20 
(dua puluh Iima] hari kerja sejak ditetapkan. 

'1. Calon Pega.wD.l Negen 81p1l Daerah yang telah mcnerima kcputuaan 
pcngangkatan Caton l'cgawa1 Ncgcri H1pil Daer.ah tcrscbut, p~linr.; lambat :10 
(tiga puluh] hari kalender setelah diterimanya keputusan tersebut harus 
melapor kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk 
melaksanakan tugas. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan 
tidak melapor, mska yang bcreangkutan dlberhentikan dengan hormat 
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali bukan karena 
kcsalahannya, 

5. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, 
pcnyclcsaiannya dilakukan scbagai beriku t: 
a. bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belurn ditetapkan 

keputusan pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara 
dengan melampirkan aurat pcngunduran diri yang bcrsangkutan 
atau surat kctcrangan mcninggal dunia dari Kcpala Kclurahan/Kcpala 
De:sfl. sctcrnpat untuk dilakukan pcmbatalan NIP olch Kepala B .. adan 
Kcpcgawaian Negara, 

b. jika hal terscbut tcrjadi setelah ditetapkan keputusan 
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan belum/telah 
melaksanakan tugas, maka ditetapkan keputusan pemberhentian yang 
bcrsangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan 
tembusannya segera drsampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Negara, Kcpala Kantor Regional Badan Kepegawainn Nf":gnrn di 
lingkungan wilayuh kerjunya, don pejabat lain yang dipandang pcrlu. 

c. Formasi yang lowong sebagaimana di.maksud pada huruf l-:J dur: l ruruf 
b tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, 
tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan formasi tahu n anggaran 
berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

hari kalcndcr scjak 
Galon Pegawai Negeri 
pada satuan unit 

0. Pcnugasau/Pcncmpatan 
I. C ... alon PegawRi Negeri ~ipil t iaeren cutugaskan/drtempatkan pada unit 

kerja yang ditent.ukan scauai dcngan form:·H·,i y:mK ditel.apkan untuk y:mr, 
bersangku tan. 

2. Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) 
diterimanya keputusan pengangkatan sebagai 
Sipil DH~rHh~ y~mg hcrsangkutan wajib melapor 
organisasi dart rnelakaariakan tugasnya, 

3. Surat Pcrnyataan Melaksanakan Tugns (RPMT) dibnnt oleh K~pAlA 
Kantor Satuan Unit Orgamsasr pohng larnbaf M) (r.nRm puluh) hari 
kalcndcr setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas. 

4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal pcnctapan 
keputusan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

H. Pembayaran Uaji Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah 
1. Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sctclah yang 

bcrsangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas bcrdasarkan 
SPMT. 
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IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Sub Tim Pemantauan Pengadaan 
Calon Pegawai Ncgeri Sipil Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum. 

V. PEMBIAYAAN 
Biaya penyelengaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daernh dari Pclamar 
Umum Pernerintah Kota Semarang dibebankan pri,l~ AP'Rn Pcmerlntan Kota 
s~mnrm,g. 

VI. EV ALU AS I 
A. Pernerintah Kota Sernururig mcrnbuat laporan kegiatan rrutlai 

perencanaan dan persiapan, seleksi administrasi sampai dengan 
pengangkntan meniadi Calon Pegawai Negeri Sipil Duerah. 

D. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dillngkurigan Pcmcrirrtah Kota. Semarang dari pelamar u nm 111 
diguriakan sebagal bahan rnasukan dalam penyempurnaan pclaksanaan 
Pcngadaan Cru.011 Pegawai Negeri Sipil Daerah perlode berikutnya. 

VII. PRNUTUP 
Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pengadaan CA.1on Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungnn Pcmcrintah Kata 
Semarang dari Pelamar Umum akan dilaksanakan dan mengucu pada Pcraruran 
Perundang-undangan yang berluku. 


